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Abstract: Building Environmental Protection and Conservation Principles in Regional Government (Islamic Law Perspective). This article examines Islamic Legal Thought on environmental protection and conservation of local government. In the era of regional autonomy, concern on  the protection and conservation of environment has greatly reduced. This is due to economic interests (Regional Income) are more dominant than environmental protection awareness. One of the causes is the anthropocentric and capitalist view which considers human as the controller of nature and it has been exploited for the benefit of human life. Humans have integral part in nature (deep ecology) as caliph (khalifah), protectors and maintainers of nature with full responsibility. Local government  that runs the principles of deep ecology as the principles of Islamic law in the protection and conservation of the environment will be able to realize  ecological justice.
Keywords: local government, deep ecology, caliph, ecological justice


Abstrak: Membangun Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pemerintahan Daerah (Perspektif Hukum Islam). Artikel ini mengkaji Pemikiran Hukum Islam dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kultur pemerintahan daerah. Di era otonomi daerah kepedulian terhadap perlindungan dalam pengelolaan lingkungan menjadi sangat berkurang karena kepentingan ekonomi (peningkatan PAD) lebih dominan dari kepentingan  perlindungan lingkungan. Salah satu penyebab hal ini adalah pandangan anthroposentris dan kapitalis yang menganggap manusia sebagai penguasa alam, sehingga alam dieksploitasi untuk kepentingan hidupnya.  Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam (deep ecology) yang mempunyai peran dan posisi khusus sebagai khalifah, pelindung dan pengelola alam dengan penuh tanggung jawab. Pemerintahan daerah yang menjalankan prinsip-prinsip deep ecology sebagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan mampu mewujudkan keadilan ekologi.




Permasalahan yang melatarbelakangi penulisan ini adalah kenyataan bahwa krisis ekologi di negara kita seolah sesuatu yang melekat pada aktivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Paradigma pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seringkali harus dicapai melalui pengorbanan terhadap lingkungan hidup, seperti banjir, tanah longsor, kerusakan hutan, kerusakan tanah, kepunahan spesies, pemanasan global dan lainnya.  Krisis tersebut telah mencapai batas-batas toleransi dan kemampuan adaptasi lingkungan dengan dampaknya yang tidak lagi lokal tetapi telah menyentuh antar daerah bahkan global.​[1]​
Dalam konteks ketatanegaraan, permasalahan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut dapat ditelusur penyebabnya, bagaimana format politik pemerintahan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada format tersebut.  Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan (eenheidsstaat).  Dalam negara yang berbentuk kesatuan tidak mungkin ada daerah yang yang bersifat staat, sehingga konsekuensinya pasti akan timbul hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian melahirkan dua model sistem yakni sentralisasi dan desentralisasi.​[2]​
Pergeseran sistem penyelenggaraan kepemerintahan dari model sentralistik menuju desentralisasi sekarang ini merupakan bagian dari perubahan tatanan sosial yang turut mempengaruhi implementasi konsep pembangunan di Indonesia.  Banyak informasi yang menyatakan bahwa di era otonomi daerah kepedulian terhadap perlindungan dalam pengelolaan lingkungan menjadi sangat berkurang oleh karena adanya dorongan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan ego kedaerahan.
Otonomi daerah sempat memicu lahirnya semangat chauvinistic kedaerahan sehingga mendorong peningkatan konflik sumber daya alam demi penghasilan daerah.  Tidak dapat dipungkiri dalam kondisi yang masih bersifat transisi ini (akibat pengaruh globalisasi dan keadaan dalam negeri kita) masing-masing daerah berusaha untuk tetap survive dengan cara mencapai peningkatan PAD.  Manakala kecenderungan meningkatkan PAD menjadi dominan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan, potensi hubungan yang tidak seimbang (unequal relationship) antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi kian terbuka.  Kedudukan swasta (dunia usaha) dalam memajukan kehidupan ekonomi lalu digunakan sebagai pressure untuk penerbitan peraturan daerah atau kebijakan daerah yang hanya menguntungkan kepentingan pasar, tanpa memperhatikan lingkungan hidup.
Deskripsi diatas menunjukan bahwa prinsip otonomi tidak dapat dilihat hanya dari aspek permukaan yang tampak, yaitu dari sentralistik menjadi desentralistik dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidupnya, tetapi lebih jauh dari itu dalam prinsip otonomi terdapat perubahan paradigma pemikiran dan perilaku tentang bagaimana aktor-aktor dalam pembangunan memandang alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka jelas persoalan sistem hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di era otonomi daerah bukan hanya penyiapan substansi hukum dan kelembagaan hukum yang memadai, tetapi juga menyangkut kultur hukum dalam  pemerintahan daerah. ​[3]​ 
Kultur  pemerintahan daerah saat ini, memandang bahwa pembangunan ekonomi adalah yang paling penting dalam pembangunan, dan untuk pembangunan ekonomi, cara apapun dilakukan bahkan dengan merusak alam sekalipun,  Cara pandang ini adalah suatu kultur yang menunjukan dominannya pandangan antroposentris. Suatu paham  yang menganggap bahwa alam merupakan bagian terpisah dari manusia dan  bahwa manusia adalah pusat dari sistem alam.​[4]​ Cara pandang demikian telah melahirkan perilaku yang eksploitatif, destruktif dan tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya. Disamping itu paham materialisme, kapitalisme dan pragmatisme dengan kendaraan sain dan teknologi telah ikut pula mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan baik dalam lingkup global maupun lokal.​[5]​
Untuk itu sangat penting membahas bagaimana prinsip-prinsip  pemikiran hukum Islam mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan bagaimana memberdayakan pemikiran ini di dalam pemerintahan daerah.  Paradigma yang mendasari tulisan ini adalah paradigma non positivisme dan menggunakan  pendekatan socio-legal (socio-legal research)​[6]​. Melalui pendekatan ini pengkajian dilakukan dengan mendeskripsikan substansi norma-norma hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan realitas sosial, serta keterkaitan antara keduanya.  Secara lebih konkrit metode yang digunakan adalah metode kualitatif

Kultur  Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H (1), menentukan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal ini menunjukan bahwa Konstitusi Indonesia sudah bernuansa Hijau (Green constitution). Konstitusi bernuansa Hijau ini kemudian dijabarkan dalam Undang Undang No.32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 3, menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah, “Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.” Artinya dari tujuan tersebut tergambar bahwa aktifitas perlindungan harus selalu ada dalam setiap pengelolaan sumber daya alam. Untuk mewujudkan tujuan dan harapan dari undang-undang tersebut dalam sistem hukum memerlukan kesiapan dan keterpaduan dari bekerjanya tiga bagian dalam sistem hukum.
Proses bekerjanya sistem hukum, yang menurut L. Friedman terdiri atas:​[7]​
a.  Struktur hukum, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung  bekerjanya sistem hukum (seperti lembaga-lembaga hukum dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum)
b. Substansi hukum, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur hukum
c. Kultur atau budaya hukum.  Friedman mengatakan bahwa substansi dan struktur merupakan komponen nyata dari sistem hukum, akan tetapi hal itu merupakan cetak biru saja/blueprint desain hukum dan belum mendeskripsikan yang sebenarnya  dari cara kerja mesin hukum. Dengan demikian budaya hukum merupakan  ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis.
    Menurut Friedman, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti “ikan mati yang terkapar di keranjang, dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut”. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau yang menurut Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.  
Sistem hukum terdiri dari tiga bagian itu bisa diibaratkan sebagai berikut:   1). Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin; 2). Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu; 3). Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. ​[8]​
  Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka  kultur hukum dari para pelaku/aktor pembangunan atau disebut internal legal culture adalah kultur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan dalam birokrasi pemerintah daerah.  Sebagai aktor sentral penyelenggaraan tata pemerinta di era otonomi daerah,   pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan belum optimalnya  pemerintah daerah tersebut salah satunya bersumber dari aspek kultur hukumnya.
Paradigma antroposentrisme dan developmentalisme masih melekat pada pemerintahan daerah, yang dicerminkan dalam bagaimana  pemerintah daerah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan, birokrasi pemerintah  memandang bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai modal dasar pembangunan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membiayai jalannya pemerintahan. Santosa menuliskan bahwa cara pandang antroposentris di dalam  pemerintahan daerah melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dengan segala isinya, yang dianggap tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. ​[9]​  

Etika Antroposentris dan Kapitalisme
Pada umumnya filsafat Barat dan seluruh tradisi pemikiran liberal, termasuk ilmu pengetahuan modern, dianggap sebagai akar dari etika antroposentrisme.  Dalam filsafat Barat manusia lebih tinggi dan terhormat dibandingkan dengan mahluk ciptaan lain karena manusia adalah satu-satunya mahluk bebas dan rasional (the free and rational being) sebagaimana dipahami oleh Thomas Aquinas, Rene Descartes dan Immanuel Kant.  Dalam argumen mereka, manusia dilihat sebagai satu-satunya mahluk hidup yang mampu menguasai dan menggerakan aktivitasnya secara sadar dan bebas.  Ia adalah mahluk berakal budi yang mendekati keilahian Tuhan sekaligus mengambil bagian dalam keilahian Tuhan.  Manusia menentukan apa yang ingin dilakukan dan memahami mengapa ia melakukan. Manusia adalah mahluk rasional.​[10]​
Rasionalisme telah menempatkan akal budi manusia sebagai satu-satunya tolok ukur yang sah bagi kegiatan, karya dan kehidupan manusia. Rasionalisme telah menempatkan kedudukan unggul pada diri manusia dengan segala kemampuan akalnya, secara historis ini semakin dimantapkan oleh pandangan rasionalisme Rene Descartes dari Perancis (1596-1650) dengan filsafatnya cogito ergosum (I think, therefore I am). Sejalan dengan Descartes, Immanuel Kant mengemukakan bahwa karena hanya manusia yang merupakan mahluk rasional (yang berfikir) maka manusia diperbolehkan secara moral untuk menggunakan mahluk non rasional lainnya untuk mencapai tujuan hidup manusia.​[11]​
Ideologi kapitalisme sangat mengagungkan rasionalisme manusia sebagai basic dari ilmu dan teknologi.  Ideologi ini menginkari nilai-nilai alam yang intrinsik, karena ilmu yang menjadi landasan aksiologinya didasarkan pada ideal Francis Bacon yang menyatakan bahwa tujuan ilmu adalah untuk mengusahakan posisi yang lebih menguntungkan bagi manusia dalam menghadapi alam.  Ideal Francis Bacon ini menerima ajaran dominium terrae sebagai mandat untuk menguasai alam.
Atas dasar ini maka dapat dipahami pernyataan Franz Magnis Suseno yang menyatakan bahwa dalam Kapitalisme, sumber daya alam dan lingkungan hidup hanya dijadikan sarana belaka untuk memenuhi kebutuhan manusia.​[12]​  Lebih lanjut dikatakannya, bahwa dalam kapitalisme alam bernilai pada dirinya sendiri berada diluar diri manusia sehingga dalam wawasan kapitalisme alam tidak perlu dipelihara dan manusia terlepas hubungan moralnya  dengan alam. Oleh karena itu, sumber daya alam dapat dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan maksimalisasi laba.  Dari pernyataan Magnis Suseno ini dapat dijelaskan bahwa kapitalisme mengkonsepsikan lingkungan dalam pandangan yang antroposentris.
Dalam kultur  pemerintahan daerah, paradigma kapitalisme diwujudkan dalam bentuk  kebijakan-kebijakan daerah yang hanya menguntungkan kepentingan pasar tetapi merusak lingkungan, atau tindakan-tindakan perubahan kebijakan yang telah disepakati bersama demi tercapainya kepentingan-kepentingan ekonomi (termasuk peningkatan PAD, peningkatan investasi, pajak).  Dalam kondisi ini dorongan-dorongan hitungan ekonomi lebih dominan daripada dorongan untuk menghargakan jasa lingkungan sebagai barang milik publik. Penanaman modal daerah, penambangan di daerah (misalnya) dianggap lebih penting karena menghasilkan pajak, retribusi, demikian juga pembangunan hotel, mall, villa, restaurant di daerah Puncak lebih penting daripada memelihara kawasan tersebut untuk daerah tangkapan air. Akibat dari pengabaian atas lingkungan ini jelas akan menimbulkan ketidak adilan ekologi berupa rusaknya lingkungan hidup.​[13]​
Menurut Arne Naess, ketidak adilan ekologi yang dialami lingkungan hidup ini, secara mendasar bersumber kepada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia terhadap dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem.  Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya.  Sehubungan dengan itu, dalam rangka mengatasi krisis ekologi, maka pembenahannya dalam sistem hukum harus pula menyangkut pembenahan cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi, baik dengan alam maupun dengan manusia lain dalam keseluruhan ekosistem. ​[14]​
Jika pandangan antroposentris yang dijadikan etika berpikir kapitalisme telah banyak menghasilkan kerusakan lingkungan, bagaimana etika lingkungan dalam pemikiran Hukum Islam memandang hubungan manusia, alam dan hubungannya dengan manusia lain dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemikiran Hukum Islam Tentang  Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan

Hukum Islam,memiliki prinsip-prinsip tentang alam semesta ini, alam merupakan sebuah entitas yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan manusia dan dengan realitas yang lain Yang Ghaib, Yang Menciptakan Alam. Alam sekaligus merupakan representasi dari Yang Maha Menciptakan dan Yang Maha Benar, yang merupakan Sumber keberadaan alam itu sendiri.​[15]​ Realitas alam ini diciptakan dengan tujuan tertentu  dan dengan benar (haq), bukan karena kebetulan atau main-main atau bathil.  Hal ini sebagaimana dalam Q.s. al-An’âm [6]:73 yang berbunyi:
                                

Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: 'Jadilah, lalu jadilah', dan di tangan-Nya-lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang tampak. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-An’âm [6]:73).

 Oleh karena itu, alam mempunyai eksistensi riil, objektif serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap (qadar) bagi alam, yang dalam bahasa agama sering pula disebut sebagai hukum Allah (sunnatullâh).​[16]​ Sunnatullah ini tidak hanya berlaku bagi benda-benda alam, akan tetapi berlaku juga bagi manusia, sedangkan  dalam bahasa hukum positif disebut sebagai kebenaran ekologis (ecological truth).​[17]​
  Ecological truth adalah kebenaran yang didasarkan pada sesuatu yang diyakini bahwa, manusia adalah bagian dari proses ekologis.  Tanpa alam, tanpa mahluk hidup lain, manusia tidak akan dapat bertahan hidup.  Kalau manusia melakukan kerusakan alam, niscaya akan terjadi gangguan kehidupan dan akan berdampak pada ekonomi.  Kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat pasti akan berpengaruh pada stabilitas politik penyelenggaraan negara.  Inilah basis kebenaran ekologis (ecological truth).​[18]​
   Dalam pemikiran Islam, manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Dan sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah untuk saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya sesuai dengan peran masing-masing. Manusia mempunyai peran dan posisi khusus diantara  komponen alam dan makhluq ciptaan Allah yang lain yakni sebagai khalifâh,​[19]​ sebagaimana digambarkan dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 30 yang berbunyi: 
                                 
 Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. “Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?”. Tuhan berfirman: Sesungguhnya, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Q.s. al-Baqarah [2]: 30).

Berdasarkan hal ini maka manusia adalah wakil Allah dan pemimpin di bumi (Q.s. al-An’âm [6]: 165).​[20]​ Ke Maha bijaksanaan Allah, telah menentukan (mentakdirkan) bahwa antara satu makhluk dengan lainnya dialam ini saling berkaitan dan saling membutuhkan. Saling keterkaitan dan saling membutuhkan ini melahirkan suatu keseimbangan yang dinamis (a dynamic balance), yang dengan keseimbangan ini keberlanjutan kehidupan di alam bisa terjaga. Pemikiran ini adalah suatu pemikiran yang terus dikembangkan dan saat ini menjadi trend  dunia untuk perbaikan kesalahan cara pandang manusia dalam mengelola alam ini, Naess dalam teorinya menyebut sebagai deep ecology.
  Deep ecology, menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat hanya pada manusia, tetapi berpusat pada mahluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Etika tidak ini tidak mengubah sama sekali hubungan antara manusia dengan manusia, yang baru adalah manusia bukan lagi pusat dari dunia moral. Deep ecology memusatkan perhatian pada semua spesies, termasuk spesies bukan manusia. Singkatnya, deep ecology memusatkan pada biosphere seluruhnya, demikian pula tidak hanya memusatkan perhatian pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga jangka panjang.
 Berdasarkan tentang kesatuan sistem dalam alam ini, maka tindakan eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, kesalahan cara pemanfaatan dan perusakan sumberdaya alam merupakan pelanggaran terhadap ketentuan (taqdîr) Allah. Pandangan sempit, untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan tindakan tak bertanggung jawab lainnya pada umumnya akan mengganggu kesetimbangan dinamik yang telah diatur oleh Allah sebagaimana dalam firmannya Q.s. al-Rahmân [55]: 7-9 yang berbunyi:
                       
Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.  Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. (Q.s. al-Rahmân [55]: 7-9). 

Dengan demikian perlindungan terhadap sumberdaya alam dari pencemaran dan atau perusakan merupakan tugas atau kewajiban manusia sebagai wakil (khalîfah) Allah di muka bumi (Q.s. al-A’râf [7]: 56). Fungsi penting yang kedua yakni fungsi kebutuhan bagi semua makhluk dalam penciptaan alam,  merupakan landasan untuk melahirkan atau mengembangkan asas legal perlunya tindakan konservasi sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan. Alam dengan segala sumberdayanya memang telah diciptakan Allah untuk melayani kebutuhan manusia, dan Tuhan telah menundukkan alam kepada manusia sebagaimana dalam firmannya, “Dia lah Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit, dan Dia Maha Mengetahui segalanya. (Q.s. al-Baqarah [2]: 29), masalah ini juga terdapat dalam Q.s. Luqmân [31]: 20,  dan al-Jâtsiyah [45]: 12. Ketundukan alam terhadap manusia atas perintah Tuhan ini bukan bermakna bahwa manusia bebas melakukan apa saja terhadap alam tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketundukan alam ini sebenarnya untuk menggambarkan atau memberi peringatan kepada manusia bahwa Allah berperan dalam proses kejadian alam dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Alam ditundukkan kepada manusia, juga menyiratkan pesan bahwa manusia memang menjadi pemimpin (khalîfah) bagi alam (bumi), dan kepemimpinannya ini juga atas kehendak dan campur tangan Allah Swt.​[21]​
 Hal penting lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan alam ini adalah bahwa alam dengan segala sumberdaya alamnya, bukan hanya untuk melayani atau memenuhi kebutuhan manusia saja, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya. Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang dikembangkan berdasarkan konsep penciptaan alam ini dengan demikian harus secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa segala sumberdaya ciptaan dan atau anugerah Allah diperuntukkan bagi semua makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia.
Dengan kata lain semua makhluk hidup yakni manusia, hewan maupun tumbuhan,  mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan karunia Allah yang berupa sumberdaya alam. Manusia diperkenankan untuk memaanfaatkan sumberdaya alam untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupannya serta untuk kemashlahatan umum akan tetapi tidak boleh berlebihan, berbuat aniaya (dzâlim) dan berbuat kerusakan (fasad) di atas bumi. Pesan ini berkali-kali diulang oleh Allah Swt dalam kitab suci Alquran.​[22]​




Membangun Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada  Pemerintahan Daerah Berbasis Prinsip Hukum Islam

 Perilaku yang tidak memperhatikan kesatuan sistem alam dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menunjukan dominannya pandangan antroposentrisme dan kapitalisme dalam kultur penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu membangun  prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pemerintahan daerah yang berbasis pada prinsip Hukum Islam, sehingga tercapai pemerintahan daerah yang pro lingkungan hidup  Eco Local Governance, sebagai berikut: Pertama, Menjadikan Deep Ecology​[23]​ sebagai paradigma cara pandang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam pemikiran Islam, manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Dan sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah untuk saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya sesuai dengan peran masing-masing. Manusia mempunyai peran dan posisi khusus diantara  komponen alam dan makhluq ciptaan Allah yang lain yakni sebagai khalîfah, wakil Allah dan pemimpin di bumi, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pelindung dan pengelola alam yang bertanggung jawab. Sebagaimana dalam Q.s. al-An’âm [6]:165 yang berbunyi:
                         

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat)  sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu.  Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.s. al-An’âm [6]:165).   

Kedua, Menjadikan Ecological Justice (Keadilan Ekologi)​[24]​ sebagai tujuan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemerintahan daerah, sebagaimana ditujukan dalam prinsip Hukum  Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang dikembangkan berdasarkan konsep penciptaan alam ini, secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa segala sumberdaya  ciptaan dan atau anugerah Allah diperuntukkan bagi semua makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia. Manusia diperkenankan untuk memaanfaatkan sumberdaya alam untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupannya serta untuk kemashlahatan umum akan tetapi tidak boleh berlebihan, berbuat aniaya (dzâlim) dan berbuat kerusakan (fasad) di atas bumi. Pesan ini berkali-kali diulang oleh Allah Awt dalam kitab suci Alquran, sebagaimana ayat berikut ini yang terdapat dalam Q.s. al-Qashash [28]: 77  yang berbunyi:
  
                                 	
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) (berbuat adil kepada manusia), sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi (berbuat adil kepada alam). (Q.s. al-Qashash [28]: 77).”  

Ayat ini memberi pesan kepada manusia untuk mewujudkan keadilan ekologi (ecological justice), yaitu keadilan untuk pemberi manfaat (alam) dan keadilan bagi penerima manfaat yaitu manusia.
Ketiga, Menjadikan Eco Region Partisipation ​[25]​sebagai metode penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada pemerintahan daerah. Kultur pemerintahan daerah harus menyertakan  masyarakat yang terkait berdasarkan kesamaan ekosistem (masyarakat eco region) untuk berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan lingkungan. Partisipasi masyarakat sebagai bagian dari demokrasi ini tergambar dalam Q.s. Alî Imrân [3]: 110. Di dalamnya dijelaskan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam, banyak memberikan perhatian pada beberapa aspek khusus dari ranah social dan politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berurat berakar yaitu musyawarah (syurâ), persetujuan (ijmâ’) dan penilaian interpretative yang mandiri (ijtihâd).  Demokrasi itu sendiri bisa bisa lahir dan ada dari masarakat yang memiliki tiga keadaan yaitu keadilan, persamaan dan kebebasan.   
Secara epistimologi, musyawarah bermakna meminta pendapat dari para pakar tentang suatu perkara untuk menghasilkan suatu keputusan yang lebih mendekatkan kepada kebenaran. Adakalanya ia bermakna meminta pendapat umat atau yang mewakilinya dalam perkara-perkara public, atau yang berkenaan dengan mereka.  Masalah musyawarah ini dengan jelas disebutkan dalam Alquran Q.s. Alî Imrân [3]: 159 yang berbunyi:  
                                     


 Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri, dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (Alî Imrân [3]: 159).
 
Selain itu terdapat pula dalam Q.s. al-Syurâ [42]: 38, didalamnya dijelaskan partisipasi masyarakat yang berbasis eco region menghasilkan masukan dan presepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak langsung akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (interest group), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya kedalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan (stakeholder) untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor.
Prinsip Eco Lokal Governance yang memberdayakan pemikiran Hukum Islam dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menunjukan bahwa untuk menjamin keseimbangan, perikehidupan pembangunan modern yang serba sekuler perlu mempertimbangkan kembali kehadiran Tuhan dalam cara berpikir manusia dalam berhubungan dengan alam sekitarnya dan bahkan alam seluruhnya. 
Dalam cara pandang demikian, manusia dan Alam harus dihubungkan dengan Tuhan.  Dalam hubungan triadik diantara ketiganya, Tuhanlah yang harus ditempatkan ditengah, sehingga manusia dengan alam berada dalam posisi yang seimbang.​[26]​  Bahkan ketiga-tiganya, yaitu Tuhan, alam, dan manusia harus dipandang memiliki hak-hak dan konteks kekuasaannya masing-masing.  Pentingnya kehadiran Tuhan dalam cara pandang manusia modern dewasa ini perlu disadari, seperti dikatakan  Wendell Berry​[27]​  sebagai berikut “our ecological crisis is a crisis character, not a political or social crisis “.  Oleh karena itu, menurut Bristow​[28]​ masalahnya menyangkut persoalan spiritualitas, “The religion of consumerism is a spiritual problem, and we must fight fire with fire.  Spiritual problems require spiritual solutions. Itulah sebabnya paham kedaulatan Tuhan harus diikutsertakan dalam pengkajian paradigmatik untuk menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh pola hubungan yang tidak seimbang antara manusia dan Alam.
Membangun prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis prinsip hukum Islam pada kultur  pemerintahan diarahkan untuk menciptakan karakter pemerintahan daerah yang bersifat holoistik, dilakukan dengan merubah paradigma/mindset pemerintahan, menggeser persepsi dan orientasi nilai.  Dari kultur  yang kapitalistik yang hanya mementingkan laba sebanyak2nya berubah kepada basis pemikiran hukum Islam yang mementingkan alam sebagai suatu kesatuan biosphere seluruhnya- atau dalam bahasa Fritjof Capra  from micro to holos, yaitu birokrasi yang membaca secara bermakna pesan-pesan alam dengan menggunakan nurani. Dalam bahasa Fritjof  Capra, berarti birokrasi yang mempunyai kesadaran spiritual atau religius, dan kesadaran yang demikian itu akan menuntun  pemerintahan untuk memiliki cara pandang yang holistik.​[29]​ Cara pandang ini akan menggerakan pemerintahan daerah untuk menjalankan tugasnya dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan pemerintahan daerah yang berorientasi untuk membahagiakan rakyatnya.
  Untuk menjaga agar pemerintahan daerah konsistensi terhadap orientasi pengelolaan yang holistik maka metode pengambilan keputusan terbaik harus dengan jalan musyawarah yang demokratik, terutama dengan masyarakat eco region yang terkena dampak keputusan tersebut, masyarakat juga harus konsisten mengawasai jalannya penyelenggaraan pengelolaan lingkungan ini, dalam pemikiran Islam wajib “menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar”.  Musyawarah akan dapat terlaksana jika birokrasi pemerintah bersifat responsif membuka sekaligus mendorong  partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Membangun prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada kultur pemerintahan tidaklah dapat dilakukan secara instant, tetapi melalui proses sosial dan politik yang panjang.  Salah satu caranya yaitu dengan mengacu kepada pendapat Terence Ball,​[30]​ adalah melalui pendidikan lingkungan kepada para stakeholder pengambil kebijakan dan penegak kebijakan dalam lingkungan pemerintah daerah.  Para stakeholder dalam birokrasi pemerintah daerah harus belajar tentang masalah-masalah lingkungan dan kemungkinan solusinya, harus belajar bijak tentang akibat apa yang akan timbul dari lingkungan jika sebuah kebijakan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, sehingga lebih jauh lagi stakeholder di lingkungan birokrasi harus belajar “dari alam” tentang bagaimana caranya membangun dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan kebenaran ecology (ecology truth).
 Pendidikan lingkungan tersebut merupakan pembelajaran yang terus menerus dan dapat menjadi bagian dari pembelajaran orientasi seorang pejabat birokratik jika hendak menduduki suatu jabatan publik. Karena mindset/paradigma/orientasi  berfikir akan berpengaruh langsung pada tindakan atau perilaku seorang pejabat publik.​[31]​  Hal ini menjadi penting karena bicara sistem hukum bukan hanya bicara teks-teks peraturan perundangan,dan susunan kelembagaan yang mengaturnya, tetapi juga urusan kultur perilaku/behavior.  Kultur hukum pejabat pemerintah/stakeholder menjadi penting untuk membuat hukum menjadi operasional demi kebahagiaan manusia.  Birokrasi pemerintah daerah inilah yang sebetulnya paling menentukan untuk dapat membuat hukum menjadi operasional melalui pelaksanaan kewenangan kelembagaan yang dimilikinya.  





Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemerintahan daerah yang menyangkal kebenaran ekologis (ecological truth) harus segera diakhiri.  Tentu di sini membutuhkan tindakan konkrit, salah satunya adalah membangun prinsip penyelenggaraan pemerintahan dengan pendekatan holistik  yang menempatkan keseimbangan dalam hubungan seluruh ekosistem dalam setiap kebijakan yang diambil dan menggeser kultur penyelenggaraan pengelolaan lingkungan yang berbasis kapitalisme  yang hanya mementingkan maksimalisasi laba.
Kebenaran ekologi (ecology truth) sebagai realita yang tak terbantahkan yang mana alam mempunyai eksistensi riil, objektif serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap (qadar) bagi seluruh alam raya, yang dalam bahasa agama sering pula disebut sebagai hukum Allah (sunnatullah). Kebenaran ekologi ini harus menjadi dasar pertimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah saat kini. Mengingat makin kritisnya kondisi lingkungan yang bisa mengancam kehidupan, maka sudah saatnya dilakukan pengintegrasian dimensi lingkungan hidup dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan.
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